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PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pemanfaatan
aset/barang milik negara di lingkungan Perpustakaan
Nasional yang saat ini belum digunakan perlu
dimanfaatkan melalui kerjasama atau bentuk lainnya
dengan pihak ketiga;

b. bahwa hasil pemanfaatan melalui kerjasama atau
bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu diatur melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara
Bukan Pajak di Lingkungan Perpustakaan Nasional
dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4774);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2013 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5463);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;

9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
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10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara penggunaan, Pemanfaatan,
penghapusan, dan pemindahtangan Barang Milik
Negara;

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintah;

12.Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor
1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak di Lingkungan Perpustakaan Nasional adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mengatur dan
melaksanakan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan
Perpustakaan Nasional.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2015

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

SRI SULARSIH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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